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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tindakan praktik inseminasi buatan 

dengan donor sperma di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum 

normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa pentingnya pengaturan hukum terkait sanksi dari tindakan 

inseminasi buatan dengan donor sperma di Indonesia. Tindakan inseminasi buatan 

dengan donor sperma belum diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Dalam 

Undang-undang kesehatan, hanya perbuatan inseminasi buatan secara umum saja 

yang telah diatur, peraturan terkait dengan insmeinasi buatan terdapat dalam Pasal 

58 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pasal 

tersebut dikatakan bahwasannya reproduksi dengan bantuan (inseminasi buatan) 

dapat dilakukan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum dari 

suami-istri yang bersangkutan kemudian ditanamkan dalam rahim istri dari mana 

ovum berasal. Inseminasi buatan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah yang 

menyatakan bahwa inseminasi buatan merupakan tindakan reproduksi buatan 

dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung 

atau menanamkannya kedalam ovum. Dalam peraturan Perundang-undangan yang 

telah disebutkan, telah dinyatakan secara jelas bahwa inseminasi buatan harus 

dilakukan dengan menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami-istri 

yang sah. Dalam praktik inseminasi buatan dengan donor sperma, sperma yang akan 

dipakai adalah sperma hasil donor di bank sperma, sehingga sel sperma yang akan 

terlibat dalam inseminasi buatan bukan merupakan sel sperma dari pihak suami, 

sehingga tindakan inseminasi buatan dengan donor sperma akan bertentangan 

dengan peraturan Perundang-undangan yang ada. Akan tetapi berkaitan dengan hal 

ini, belum ada peraturan yang mengatur secara pasti terkait tindakan ini. Oleh karena 

itu, penting untuk dibentuknya peraturan yang jelas mengenai sanksi bagi tindakan 

inseminasi buatan dengan donor sperma demi terjaganya moralitas dan sifat-sifat 

berbudi luhur berdasarkan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kata Kunci : Inseminasi Buatan, Donor Sperma, Sanksi. 
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ABSTRACT 

This research aims to examine the practice of artificial insemination with sperm 

donors in Indonesia. This research uses normative legal research. The approach 

used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The results 

of this research show the importance of legal regulations regarding sanctions for 

artificial insemination with sperm donors in Indonesia. The act of artificial 

insemination with a sperm donor is not yet regulated in statutory regulations. In the 

health law, only the act of artificial insemination in general is regulated, the 

regulations related to artificial insemination are contained in Article 58 paragraph 

(1) of Law Number 17 of 2023 concerning Health, in this article it is said that 

assisted reproduction (insemination artificial) can be done by using the results of 

fertilization of sperm and ovum from the husband and wife concerned and then 

implanting it in the wife's womb where the ovum comes from. Artificial insemination 

is also regulated in Article 1 paragraph (1) of Minister of Health Regulation Number 

43 of 2015 concerning the Implementation of Assisted Reproduction Services or 

Pregnancy Outside of Natural Methods which states that artificial insemination is 

an act of artificial reproduction by bringing together the husband's spermatozoa with 

the wife's egg cells in a tube. or implant it into the ovum. In the laws and regulations 

mentioned above, it is clearly stated that artificial insemination must be carried out 

using sperm and egg cells from a legal married couple. In the practice of artificial 

insemination with a sperm donor, the sperm that will be used is sperm from a donor 

at a sperm bank, so that the sperm cells that will be involved in artificial insemination 

are not sperm cells from the husband's side, so the act of artificial insemination with 

a sperm donor will be contrary to statutory regulations. existing invitations. 

However, regarding this matter, there are no regulations that specifically regulate 

this action. Therefore, it is important to establish clear regulations regarding 

sanctions for artificial insemination with sperm donors in order to maintain morality 

and virtuous traits based on Pancasila for all Indonesian people. 

Keywords: Artificial Insemination, Sperm Donation, Punishment. 
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